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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG
[ZIN USAFIA JASA KCONSTRUIRSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak 1anjL1t Undang — undang Nomor 18 Tahun 1999

Mengingat

b.

1

[

o1

tentang Yasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun
2000 tentarg Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, wewenang

pemberian Jjin Usaha Jasa Konstruksi Nasional berada pada Pemerintah
Dacrah tempat Badan Usaha berdomisili ; ”

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah sebagai pelaksannan Undang - Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 18 tahun
1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Decerah perlu diatur ketentuan

" tentang Retribusi Duerah ¢

- bahwa dalam rangka perlindungan pada masyarakat dan pembinaan kepada

fengusaha Jasa Konstruksi dan untuk melaksanakan maksud pada huruf a
dan b dipandang perlu  mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan’
dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara
Nomor 41 Tahun 1950 ) ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan — ketentuan Pokok

mengenai Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912 )

Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (

Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tumbahan Lembaran Negara
Nomor 3209 )

Undang — undang Nonor 3 Tahun 1982 teatung Wajib Daftar Perusahaan
( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3242 ) ; :

Undang — undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3346 ) :
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16.

18.

20.

2
Undang — undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomnr 14 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3468 )

Undang — undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 |, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3¢99 ) ;

Undang — undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 54 | Tambahan Lembaran negara Nomor 3833 ) ;

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemerintahan  Daerah

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 )

Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bcebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);

Undang — undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang —
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah.:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang —
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nomor 3258 )

Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 )

’

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935 )

Peraturan Pemerintah  Nomor 29 ‘Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Konstruksi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3957 )

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang  Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi  ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 |
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3936 ) -

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 .| Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139 ) :

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan

Peraturan Perundang — undangan | Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden ; ]

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 11 I'renggalek Nomor 6 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten
dacrah Tingkat II Trenggalek ;

Peraturan Dacrah Kabupaten Trengealek Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Pembentukan vsenr pelaksana Pemerintah Dacrah Kabupaten Treng

=~
=

galek,




Menetapkan

(8]

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

A}

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kzbupaten Trenggalek ;

b, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom

yang lain sebagai Badan Eksekutif Dacrah ;

Bupati adalah Bupati Trenggalek ;

d.  Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dij Bidang Retribusi Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku ;

e.  Badan Usaha / Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha di Bidang

Usaha Jasa Konstruksi ;

f.. Pemungutan adalah suatu fangkaian kegiatan melalui dari Perhimpunan data
obyek dan subyck retribusi penentuan besarnya retribusi yang terhutang
~.sampai kegiatan penagihan retribusi yang terhutang Kepgdq‘_yygjiipgrctr‘ibgsli\ 1

< 8erta pengawasan penyetorarmya ;

8 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingap

e orang pritadi atau Badan;

h. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi

konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi :

i.  Usaha jasa konstruksi adalah setiap usaha yang dilakukan ole}i'bra'ng
- perseorangan atau badan usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha ,

dan bidang usaha jasa konstruksi ;

Jo lzin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat jI_UYJK adalah izin yang
diberikan kepada badan usaha / perusahaan jasa konstruksi untuk dapat

melakukan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi ; '

k. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan at
~ dan atau pelaksanaan beserta pengaw
arsitektural | sipil , mekanikal

bentuk fisik lain :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG IZIN

perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa

au sebagian }Eegiatan perencanaan
asan - yang  mencakup pekerjaan
, elektrikal dan tata lingkungan masing -
masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu. bangunan atau
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I~ Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau Badan sebagai pemberi tugas
- atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi

m. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi

>

n. Lembaga adalah lembaga yang berwenang memberikan sertifikat klasifikasi,
dan kualifikasi usaha jasa konstruksi

0. Klasifikasi adalah penggolongan asaha jasa konstruksi berdasarkan bidang
dan sub bidang keahliannnya ;

p. Kualifikasi adalah penggolongan  usaha Jasa  konstruksi berdasarkan
kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi ;

q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan ijin usaha ;

r. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi ;

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat

& untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga
dan atau denda ; ’

u.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menc

ari, mengumpulkan dan
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan, pemenuhan dan kewajiban retribusi

BAB 11
NAMA , OBYI[K DAN SUBYEK R E"TRIBUSI
' Pasal 2.

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai -
pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi ;

@ : Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

Pasal 4

Sdbyék retribusi adalah badan usah

a yang menycelenggarakan usaha pelayanan jasa
honstruksi ;

- BAB I
GOLONGAN RETRIBUS!

Pasal 5

¥

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan scbagai retribusi perizinan

tertentu;




BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKA'T PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha.

BAB V
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha

"Pasal 7

Jenis Usahz jasa Konstruksi meliputi :

a. Usaha jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan perencana

0.

).

konstruksi yaitu pemberian layanan Jasa Kkonsultansi perencanaan dibidang
pekerjaan arsitekwral, sipil, mekanikal , elektrikal, dan atau tata lingkungan

b4 B

Usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh pelaksana konstruks; -

yaitu pemberian layanan jasa pelaksanaan dibidang pekerjaan arsitektural,
sipil , mekanikal , elektrikal, dan atau tata lingkungan,

Usaha jasa pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan pengawas - .
konstruksi yaitu pemberian layanan jasa konsultansi pengawasan dibidang -
pekerjaan arsitektural, sipil , mekanikal , clektrikal, dan atau tata lingkungan.

Vb

Pasal 8

Bentuk usaha dalam kegiatan  jasa konstruksi meliputi usaha orang
perseorangan dan badan usaha baik nasional atau asing; . o ;

Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun' bukan badan
hukum,

Pasal 9

(1). Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi

a. Bidang pekerjaan arsitektural

b. Bidang pekerjzan sipil ;

c. Bidakng pekerjaan mekanikal ;
d. Bidang pekerjaan elektrikal ;
e. Bidang pekerjaan tata lingkungan ;

v

(2). Fembagian bidang - bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1)

terbagi dalam sub bidang - sub bidang pekerjaan,

yang penetapannya
dilakukan oleh Lembaga.




().
).

(3).

4.

(4).
().

b Melengkapi ketentuan yang

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kualitikasi Usaha

Pasal 10

Usaha orang perseorangan dan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi harus
mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan
sertifikat ; '

Klasifikasi  usaha jasa kontruksi digolongkan menurut bidang — bidang
pekerjaan dan sub bidang — sub bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam pasa] 9,

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada tingkat / kedalaman
kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan dapat digolongkan dalam :

a. Kualifikasi Usaha Besar ;
b. Kualifikasi Usaha Menengah ;

¢. Kualifikasi Usaha Kecil., termasuk usaha orang perseorangan,

Sertifikat Klasifikasi  dan sertifikat  kualifikasi usaha orang perseorangan
dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara berkala diteliti
/ dinilai kembali olch Lembaga,

Bagian Ketiga

Perizinan Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 11

Setiap Badan Usaha yang bergerak dj bidang Jasa Konstruksi harus-
mempunyai izin usaha Jasa konstruksi dari Bupati, dimana badan usaha
berdomisili;

. Izin usaha sebagaimana  dimaksud  dalam ayat "(1), berlaku untuk

melaksanakan kegiatan usaha Jasa konstruksi diseluruh wilayah Republik
Indonesia ;

. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pada badan

usaha nasional yang tciah memenuhi persyaratan :

2. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga ;
dipersyaratkan olch peraturan per undang —
undangan lainnya yang terkait dengan keeiatan usaha ;

[zin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati ;

[zin usaka jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (\ ! ).berlvaku

selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang yang setiap tahun dilakukan
Her registrasi. PN

¥

Pasal 12




Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana.dimaksud dalam pasal 11 -ayat- (4)

diterbitkan selambat — lambatnya 15 ( lima belas ) hari kerja sejak permohonan
masuk dengan persyaratan lengkap dan benar.

(1.

Q).

<)

(1).

(2).

Pasal 13

Perusahaan: yang dalam kurun waktu masa berlakunya TUJK terjadi adanya
perubahan — perubahan data yang menyangkut perubahan pengurus, Bentuk
Perusahaan, Nama Pemilikan, Kegiatan Usaha, Bidang Pekerjaan, dan atau
kualifikasi usaha, wajib mengajukan perubahan 1UJK ;

Perusahaan yang terkena sanksi pencabutan  IUJK  atau  terlambat
memperpanjang 1UJK dapat mengajukan permohonan ulang, sepanjang
perusahaan yang bersangkutan masih memenuhi syarat diberikan IUJK ;

Biaya -pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
diperlakukan seperti permohonan izin usaha baru. P .

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TAR]P RETRIBUSI
Pasal 14

Struktur tarip digolongkan berdasarkan kualifikasi usaha besar, usaha
menengah, dan usaha kecil.

Setiap penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenak

an retribusi setiap tahun
sebagai berikut : °

a.  Usaha jasa perencanaan konstruksj dengan kualifikasi :

- Usaha besar , sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu
rupiah ). .

- Usahé menengah , sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puivh ribu -
rupiah). ' ' K

- Usaha kecil, sebesar Rp.10C.000,00 ( seratus ribu rupiah ).

. b “Usaha jasa pelaksanaan konstruks; dengan kualifikas; :

- Usaha besar | scbesar Rp. 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah )

- Usaha menengah , sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus -iby rupiah )

- Usaha kecil, sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

. Usaha jasa pengawasan koristruksi dengan kualifikasi :

- Usaha>b‘esa‘r , sebesar Rp. 250.000,00 ( dua

T

i [o

ratus - lima L::puluh"‘—ffribu
rupiah). B ‘

- 'Usaha menengah , sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu
- rupiah.) -

¥

- Usaha kecil, sebesar Rp.100.000.00 ( seratus ribu rupiah ), o




(3). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas

Daerah dalam waktu | x 24 Jam oleh Pembantu Bendaharawan Khusus
Penerima. |

(4). Setiap pemohon ljin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan biaya penggantian

pengadaan blanko permohonan ijin dan biaya administrasi sebesar
Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUS!
Pasal 15

(1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain -yang

dipersamakan.
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sckaligus ;

(2). Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi- diatur
dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
INSTANSI PENGELOLA
Pasal 17 .

Un't kerja pengelola penerbitan Izin Usaha J

asa Konstruksi ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupat;

BAB X
SANKSI ADMINISTRAS]
Pasal 18

i
]

gaimana dimaksud dalam pasal 11 ailat (1),
an oleh badan usaha dikenakan sanksi berupa :

Pelanggaran terhadap ketentuan seba
ayat (2) dan ayat (3) yang dilakuk

4. Peringatan tertulis
b. Pembekuan izin usaha atau
¢. Pencabutan izin usaha

BAB X
METENTUAN PIDANA
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Pasal 19

(1). Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .

(2). Tindak pidana schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang  khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak |

pidana di bidang retribusi-Dagrah.

(2). Wewenang Penyidik sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a,

Menerima , mencari , mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

~laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dacrah | agar
 keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut :

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

v

memeriksa buku - buku , catatan — catatan , dan dokumen ~ dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah : '

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti hpembtiku'an,
pencatatan, dan dokumen ~ dokumen lain, serta  melakukan penyitaan
tindak terhadap barang bukti tersebut ‘

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah :

menyuruh - berhenti - melarang seseorang meninggalkan ruangan  atau
lempat atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana

dimaksud pada hurufe :

- memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah

b

memanggil orang untuk didengar Keterangannya  diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

‘pidana  dibidang  retribusi  dacrah menurut - hukum  yang  dapat

dipertanggungjawabkan :

menghentikan penyidikan.

u -
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penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang — undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAE XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

(1). Usaha jasa konstruksi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek, selain Badan Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah inj

akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan dan perundang — undangan
yang berlaku. ;

(2). Hal ~ hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang r‘nengenai
Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

" Pera‘turan Daerah im' mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

’ Agar setiap orang dapat men
Daerah ini dengan pene
Trenggalek. '

getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
mpatanrya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 -10- 2002 |

—

BUPATI TRENGGALEK& DY
EER i

<

/7% MurAaDt WR,

Di'undangkan di Trenggalek
© pade tanggal 24 Oktober 2002

BN .
< A Sekretaris Daerah u

Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 7 Seri B

- Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR o TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Undang ~ undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur
landasan  pokok  penyelenggaraan jasa konstruksi sedangkan peraturan
pelaksanaannya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peren Masyarakat Jasa Konstruksi , Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tehun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 10 Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Perizinan

Usaha Jasa Konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah, vyang - peraturan
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 fahun 2000 menjelaskan bahwa Badan Usaha
Nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya, yang pedoman
rersyaratannya ditetapkan oleh Menteri.

Untuk menindak lanjuti Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000,
Menteri telah menetapkan pedoman pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
dengan - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
Dalam lampiran 1 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
369/KPTS/M/2001 telah mengatur wewenang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi,

bahwa IUJK diterbitkan oleh Pomerintah Kabupaten / Kota tempat Badan Usaha
tersebut berdomisili.

Dengan demikian ketentuan - ketentuan

penerbitan IUJK perlu diatur dalam
Peraturan Daerah. :

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
Cukup jelas.

Pasal 2. | | ’
Cukup jeias.

Pasal 3.
Cukup jelas.
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Pasal 4.
Cukup jelas.

Pasal 5.
Cukup jelas.

Pasal 6.
Cukup jelas.

Pzsal 7.
Cukup jelas.

Pésal 8.
Ayat (1).

Pengertian orang - perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun
-asing. '

: Badan Usaha Asing adalah Badan Usaha yang didirikan menurut hukum dan

' , berdomisili di Negara Asing, memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia, dan
~ - dipersamakan dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas ( PT).

Ay\at (2).

. Badan Usaha dapat berbentuk Badan Hukum, antara lain : Perseroan Terbatas (
PT ), Koperasi, atau bukan Zadan Hukum antara lain : CV, Firma.

Pasal 9.
Ayat (1).
Cukup jelas.

Ayat (2).

Yang dimaksud Lembaga yaitu Lembaga Jasa Konstruksi y&~g bertujuan untuk
mengembangkan Jasa Konstruksi, yang di

bentuk oleh masyarakat Jasa
Konstruksi dan berwenana untuk menentukan klasifikasi dan kualifikasi usaha
jasa konstruksi.

Pasal 11.
Cukup jelas.

Pasal 11.
Cukup jelas.

Pasal 12.
Cukup jelas.

Pasal 13.

Surat permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat bersifat
Baru, Permononan Perubaha

Permohonan Ulang.

Permohonan IUJK
n IUJK, Permohonan Perpanjangan IUJK dan atau




Pasal 14.
Cukup jelas.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16.
Cukup jelas.

Pasal 17.
Cukup jelas.

Pasal 18.
Cukup jelas.

Pasal 19.

Badan Usahe vang memanipulasi dan menyalah gunakan kewajibannya sehingga
dapat merugikan Daerah dapat dituntut / diancam pidana.
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: Pasal 20.
’ \ 3 l ;.
o< Cukup jelas
\ Pasal ¢ 1.
Cukup jelas.
Pasal 22.
Cukup jelas.




